BERITA DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR %/ TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR § TAHUN 2017

TENTANG

NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PADA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALU‘NGUN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan S1p11* Kabupaten
Simalungun diatur dalam Peraturan Bupatl Sunalquun
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian ’Dugas, Fungsi
dan Tata Kerja pada Organisasi Dmas-Dmas Daerah
Kabupaten Simalungun; 1

. bahwa mendasari Surat Menteri Dalam Negén Nomor

061/9934/DUKCAPIL tanggal 21 Septemb’er 2016
Perihal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupatens / Kota dan
Surat Menteri Dalam Nege¢ |- Nomor
821.22/12205/DUKCAPIL tanggal 16 Not ember 2016
Perihal Mekanisme Pengisian Jabatan P Jabat ngg1
Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Kabupaten / Kota, perlu dilakukan | peﬁyesualan

"terhadap Peraturan Bupati Snnalungun Nomor 24

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsa dan Tata
Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas DaeraTh Kabupaten
Simalungun;

bahwa berdasarkan perhmbangan s¢ bagalmana

. dimaksud pada huruf a dan huruf b, |maka perlu

Perubghan Kedua atas Peraturan: Bupati

membenfuk Peraturan Bupati Sunalu}iun tentang
Simalupgun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian

- Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Orgamsas1 Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten S1ma1ungun !



Mengingat :

i
;

Undang- Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenr Kabupaten ‘

. Dalam ngkungan Daerah Provinsi Sutpatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara " Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah,an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | - -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimibangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah “"Daerah (Lembaran Negara 'Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

sebagalmana telah diubah dengan Umdang—Undang
Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Neg,ara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara: Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan’ Perundang—Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg?ra " Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 14 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara: :.[,Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 'Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); . . :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran- Negara Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia ;Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, - ;Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

1 L -~
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16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawa1 Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); '

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

-Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor

4828);

Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negéra Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 165L ’I‘ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 20 12 tentang
Kawasan Otonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor
5287); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang :
Perangkat Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Republik lndonesm Nomor 154
Tahun 2014 tentang Kelembagaan Peny'uluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehitanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);"
Peraturan Daerah Kabupaten Smalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sunalungun Tahun 2016
Nomor 4 Seri D Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubhk Indones1a
Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penga,ngkatan dan
Pemberhentian Pejabat pada Unit Kega yang
menangani urusan Administrasi Kependudukan di

PrOpms1 dan Kabupaten/Kota; 1,
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21.

22.

23.

24.

25.
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Peraturan Menteri Pemberdayaan Perqmpuan dan
Perlindurigan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Peramgkat Daerah
Bidang Pemberdayaan Perempuam dan Perhndungan
Anak; :
Peraturan Menten Komunikasi dan . Informatlka
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daérah bidang
Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Menteri Kelautan Dan Penkanan Repubhk
Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentdng Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Uniit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupateén/Kota yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan & di: Bidang
Kelautan dan Perikanan; |
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indone31a Nomor
43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, 'I‘ugas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia- Nomor 74 Tahun 20 16 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah| Prov1ns1 dan

- Kabupaten/Kota yang melaksanakan . Urusan

26.

27.

28.

29.

- Kabupaten Simalungun.

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan .
Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian;

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional | Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentamg Pedoman
Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah; '
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 20 16 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Eungm Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Slmalungun
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi .
dan Tata Kerja pada Organisasi Dlnas-lDlnas Daerah




MEMUTUSKAN :.

Menetapkan = : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN | ‘TENTANG
: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SIMALUNGUN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENMNG RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA.’ ORGANISASI

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Orgamsa31 Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 284 Tahun 20 16) d1ubah sebaga1
benkut

Ketentuan Bab I Bagian Ketujuh, Paragraf 1,
' Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kesatu
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL °
Paragraf 1
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1p11
. Pasal 2
(1) . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Snnalungun
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran,
meémbina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungs1 sebagai
berikut :

a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran
tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan S1p11 Kabupaten
Slmalungun C .

b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan ';k'i"n'g'exja " dan

: pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya

d. ‘penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi

'~ kepada bidang yang menjadi wewenang dani’ tanggung)awabnya

‘e.  pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta gengembangan
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; | -,

f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta ' p'enanganan
pengaduan di bidang - pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

. g penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan
. pelaporan; :

h. pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evalua,m d1 bidang

kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewena.ngan,
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" pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bxdang kependudukan dan

pencatatan sipil dan kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas; .
pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupatl sesua1 bldang
tugasnya. o L

Paragraf 2
Sekretariat L
Pasal 3 !

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang d1p1mp1n oleh ~
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung _]awab kepada
Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin
Sekretariat, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas
di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan pé-nyusunan
program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan’kepegawaian,
keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan

. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidgng.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung
kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi

_penyusunan program kerja, penyelenggaran urusan umum,

kepegawaxan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan

-koordinasi penyusunan program dan pelaporan; j

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kepen udukan dan
Pencatatan Sipil dan memberikan pelayanan administrasi kepada

- bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kependudukan dan EenCatatan

Sipil ; a

penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Dinas-
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; B :
penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang lgependudukan
dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah; \

. penyelenggaraan urusan  Tata Usaha Kantor,f rumah

tangga/ perlengkapan dan urusan kepegawaian, asset d1 lmgkvngan
Dinas Kependudukan dan Pencatata.n Sipil ;

dan pencatatan sipil;

penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan
program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentas1 di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; -,
penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Keqekretanatan,
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai
dengan tugas dan fungsinya; '



)

(1)

Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
a.

b.

e.

e

8

mengoordmasﬂmn penyusurian rencana, program, dan 1anggaran
Dinas; '
melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan adm1mstras1 yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kemmghmnggaan
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentaéi Dinas;”
melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
Dinas;

mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum d1 b1dang
kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang d1tetapkan oleh Pemenntah dan

- pelaksanaan advokasi hukum;

menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan
pengadaan barang/jasa; o
mengoordinasi dan pengelolaan data dan 1nforma§1 d1 b1dang

. kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan perencanaan

dan pelaporan kegiatan Dinas;
menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja

‘Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menylabkan laporan
capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku )

mengoordinasikan  pelaksanaan  administrasi surat—menyurat

kerurriahtanggaa.n dan keprotokolan; o
tnengoordmasﬂcan pengelolaan arsip, doku!';nerii, dan
barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD}); | - |
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembm@an 'pegawaj,
mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan mehpuu penyiapan
bahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, pevbendaharaan
verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabanrnya;
mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, infoi'masi dan
pengaduan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan S1p11

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan; -
mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kelja Pegawai
dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan :
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Ly
it

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tuga’s

a.

b.

menylapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearmpan rumah
tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta
kenyamanan kerja; :
menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawalan yang
meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat‘ kenaikan
gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;

mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahtcraan Pegawau
beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lam lam,




2)

™
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merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya
manusia; i
mengendalikan surat masuk dan surat keluar; o
mengendalikan arsip aktif; s
melaksanakan kegiatan pengetikan dan pefiggandaan surat

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Baglan Umum
dan Kepegawaian; dan |
melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Atasan sesua1 dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

a’

b.

- menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan progrém kega Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk “bahan
penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaani tugas pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyapan ‘data. dan
informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan keglatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Coa
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordmas1an penyusunan
dokumen perencanaan;

melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebaga1 bahan
RKA;

»gnenyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggara.n (DPA); B

inenghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi -serta

tnelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan

-pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; .
‘nelakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas b1dang dalam

rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil ; o :
menyusun raricangan laporan capaian kinerja bulanan dan
semesteran dan tahunan dinas; : R
menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), - Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporavn Keterangan»
Pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;

melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesua1 dengan
ketentuan yang berlaku; '
mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan meny1apkan bahan
laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku ‘
memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

' sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertangg\mgéwaban,

mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan keglatan Sub Bagian
Pcrcncanaan dan Keuangan; dan



(1)

(2)

(1)

r“

|

l
melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuau dengan
tugas dan fungsinya. i

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal S5

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan
kebijakan  operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk mempunyai fungsi : B

a. penyusunan perencanaen pelayanan pendaftaran penduduk;

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

c. pelaksanaan . pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;-

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;.

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk; |

g.. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan

h.

pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya :

Pasal 6

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :

.a.

B @

i,

G

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakajn teknis,

‘pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen

pendaftaran penduduk; g
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kmexja dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi yang menyangkut
dokumen pendaftaran penduduk; |
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem
administrasi kependudukan; '
melakukan verifikasi dan va]1das1 berkas untuk pengajuan dokurnen
identitas penduduk;

melakukan verifikasi' kelengkapan data untuk penerb1tan identitas
penduduk;

menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan formuhr dan
blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP);

menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkautan
dengan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk; |
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua1 dengan
bidang tugasnya. |

g



(2) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas : o

(3

a.

J.

menyiapkan bahan - perencanaan, perumusan keblja.kan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbrtan dokumen

‘ kepmdahan dan kedatangan penduduk;

menyusun rencana, program Kkerja, kegiatan, laporan k1nexja dan
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi yang"= menyangkut
pengajuan dokumen kedatangan dan kepindahan penduduk; -
melakukan verifikasi kelengkapan data untuk penerbitan Surat
Keterangan Pindah dan Datang; : L a
melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Pindah;

- membantu - pelaksanaan pemuktahiran database képendudukan

melalui pengawasan/pemantauan terhadap kepindahan penduduk
menyiapkan bahan wuntuk penandatanganan dokumen mutasi
penduduk;

menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkautan

‘dengan pelaksanaan tugas seksi;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang Penduduk
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya., -

Sek81 Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :

a.

o

™o A

B 0

Cis puibs
.

BETF

menylapkan bahan perencanaan, perumusan keb1_]akan teknis,

,pembmaan dan koordinasi di Seksi Pendaftaran Penduduk

A»tnenyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kmerja, dan
pertanggung]awaban pelaksanaan tugas;

‘menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk

menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan penda.ftaran[ penduduk;
menyidpkan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk;
menyusun rencana Kkinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan
pendaftaran penduduk; ’
menyelenggaraan pendaftaran penduduk;

‘melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta

penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); co
menyiapkan bahan untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK); . -
melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan fofgnulir: dan
blangko Kartu Keluarga (KK); f
melaksanakan administrasi kependudukan; S
melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan 1dent1tas penduduk
melaksanakan pengawasan terhadap orang asing; o
melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekms " advokasi,
supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
menyiapkan bahan pengeridalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegmtan Seksi
Pendaftaran Penduduk;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. :
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(2)
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Paragraf 4
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 7

i

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bldang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan
kebijakan operasijonal, mengoordinasikan, melaksanakan - dan
mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bldang Pelayanan
Pencatatan Sipil.

Id

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan: Pencatatan S1p11

mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; o

c. pelaksanaan pembmaan dan koord1nas1 pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil; ' . ‘

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; :

f.  pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan

h.

'Seksi Kelahiran mempunyai tugas :

d. - enyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebij,aka,in teknis,

H

Lo )

oM

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 8

pembinaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pencatatan
dan penerbitan dokumen kelahiran; o :
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporanl kinerja,‘ dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i

menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan
kegiatan pelayanan pencatatan kelahiran;

melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran, L '
melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk
pengajuan dokumen kelahiran; :
menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen kelahlran
melaksanakan penatausaliaan dokumen kelahiran;

mengoordinasjkan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran; ’
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keg1atan Seksi
Kelahiran; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua1 dengan
bidang tugasnya o

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :

a.

kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan pencatatan
dan penerbitan dokumen perkawinan dan perceraian;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan’ kmexja dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; '

menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan




3)

(1)

(2)

d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceralan

¢. melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas kelengkapan untuk
pengajuan dokumen perkawinan dan perceraian; s

f. menyiapkan bahan untuk penerbitan dokumen perkawman dan
perceraian; o

g. melaksanakan penatausahaan dokumen perkawinan dan : perceraJan

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sek31 Perkawman dan
Perceraian; '

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keg1atan Seksi
Perkawinan dan Perceraian; dan

j- ~melaksanakan tugas lain yang d1berikan oleh atasan SesuaJ dengan

bidang tugasnya.

Sek31 Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematlan mempunyeu

tugas: P

a. menyxapkan bahan perencanaan, perumusan kebx_]akan tekms,

" pembinaan dan koordinasi untuk pelaksanaan keglatan pencatatan
dan penerbitan dokumen Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan
dan Kematian; :

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja- dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan
kegiatan  pelayanan pencatatan perubahan  status anak,
pewarganegaraan dan kematian;

d. menylapkan bahan untuk penerbitan dokumen perubahan status
anak pewarganegaraan dan kematian;

€. melaksanakan penatausahaan dokumen perubahan status anak

pewarganegaraan dan kematian;

f. .mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perubahan Status Anak
Pewarganegaraan dan Kematian; - :

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keglatan ‘Seksi
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kemat1an, dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesusu dengan ,

bidang mgasnya
- Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 9

B1dang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d1p1mp1n oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala D1nas dalam
menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoord1nas1kan
melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di

 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

: :,‘f‘.,;‘

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan  Informasi

Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : . :

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi vagr_pinis't;rasi
kependudukan yang meliputi sisttm informasi administrasi
kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfagtan data

17




(1)

!

kependudukan tata kelola dan sumber daya manus1a teknolog1
informasi dan komunikasi, kerja sama serta movam pelayanan

. administrasi kependudukan;

perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi adm1n1stras1
kependudukan yang meliputi sistem informasi }adm1n1stras1
kependudukan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan ‘data
kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia  teknologi
informasi dan komunikasi, kerja sama serta 1novaS1 pelayanan
administrasi kependudukan;

pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi 31si:cm_1nformas1
administrasi kependudukan, pengolahan, penyajian dan' pemanfaatan

‘data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi, kerja sama ‘serta 1novas1 pelayanan
administrasi kependudukan; o

pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan
penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, tata kelola dan

- sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, kerja

sama serta inovasi pelayanan administrasi kependli&ukan;
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan “informasi
administrasi kependudukan; dan '

-.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang dan tugasn}ya,.*"

Pasal 1Q

Seksi Slstem Informa31 Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunya1
tugas :

a.

_ menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebu;a.kan tekms

pembinaan dan koordinasi urituk  Sistem Informasi Adm1n1stras1
Kependudukan (SIAK);

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kmexja, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e
melaksanakan pengembangan sistem pelayanan 1nformas1 berbasis
teknologi informasi;

mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan
pusat Data Kependudukan beserta fasilitas keamanan data,

. - melaksanakan pembangunan dan pengembangan Jarmgan 1nformas1

dan komunikasi data;
melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendafta;an penduduk

.dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan

sistem informasi administrasi kependudukan; ,
melaksanakan pengawasan atas pengelolaan mforma.m1 adxmmstras1
kependudukan; 5
melaksanakan pemehharaan terhadap perangkat keras, perangkat |
lunak dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk Sistem

" Informasi Administrasi Kependudukan;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Seksi Slstem Informasx
Administrasi Kependudukan (SIAK); g .



(2)

@)

|
{ o -
1.‘,
| ;

melaksanakan momtonng, evaluasi dan pelaporan keglatan Seks1
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan

menyiapkan bahan koordinasi penyelenggardan kexjasama dan bahan
fasilitasi pengkajian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga;

menghimpun informasi kegiatan, seluruh kelengkapan 'administrasi
yang berkaitan kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Ketiga;

memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
dan pengembangan kerjasama pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua1 dengan
bidang tugasnya. L

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas :

a'

menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebg'akan teknis,
pembinaan dan koordinasi yang berhubungan dengan pengolahan dan
penyajian data kependudukan;

menyusun rencana, petunjuk teknis, program kerja, keglatan laporan
kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ,
mengumpulkan dan mengolah data kependudukan dan pencatatan
sipil; : .
melaksanakan penyajian dan diseminasi informasi admmrstram :

.kependudukan

mengumpulkan, melaksanakan pencatatan, mengolah dan menylapkan
data kependudukan melalui database kependudukan; s
menyiapkan bahan untuk pemberian layanan akses data;
melaksanakan pemantauan, pendokumentasian terhadap pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;

menyiapkan data untuk penyusunan laporan kependudukan dan proﬁl
kependudukan; :
mendokumentasikan  dan melaksanakan penyajian  data
kependudukan serta membuat perkiraan perkembangan penduduk;
menyiapkan data untuk pelayanan komunikasi ,'» informasi
kependudukan melalui media elektronik dan media cetak;,
memfasilitasi kegiatan sinkronisasi data kependudukan; .
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan : dan Penya_uan
Data;
melaksanakan momtonng, evaluasi dan pelaporan lqeglatan Sek31
Pengolahan dan Penyajian Data;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
bidang tugasnya. . . ‘

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi InformaS1 dan
Komunikasi mempunyai tugas : :

a.

menyiapkan bahan perencanaan, peramusan kebgakan tekms,
pembinaan dan koordinasi yang berkaitdn dengan tata ‘kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komumkgs;, |

NEERS



menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan lnnexja dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kntena
dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komum1kas1 untuk
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; :

menyusun perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi surnber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi di Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; .
memetakan kebutuhan sumber daya manusia teknologi 1nformas1 dan
komunikasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan mendistribusikannya sesuai dengan analisa beban kerja;.
menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pelatihan bagi tenag_% teknologi
informasi dan komumkas1 Administrasi Bidang Administrasi
Kependudukan;

menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi B1dang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan; -
memfasilitasi sosialisasi bimbingan teknis, advokasi, superv1s1 dan
konsultasi Sistem Administrasi Kependudukan; : :
melakukan analisa tata kelola administrasi kependudukan dan
pencatatan’ sipil untuk mengembangkan inovasi.' yang dapat
diimplementasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencaitatan Sipil ;
menyiapkan bahan untuk melakukan pengembangan inovasi
pelayanan;

melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan dan
pengembangan inovasi pelayanan; '
mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pengembangan inovasi
pelayanan yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola dan Sumber
Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi ; ' ‘
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keg1atan Seksi Tata
Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi; dan A
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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+ tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip « koordinasi, 1ntegra31 dan

BAB 11l
TATA KERJA

Pasal 11
Setlap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masmg masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langlah- langkah ‘yang
diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ‘_ ;
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab mem1mp1n dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan membenkan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
Setiap pimpinan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya; P
Setiap laporan yang diterima oleh p1mp1nan satuan orgamsasx dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lan_]ut dan untuk memberikan petunJuk kepada
bawahannya, Py
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan tembusan
leporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja; % :
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organ1sas1 dlbawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masmg-masmg
wajib mengadakan rapat berkala; : '
Dalam melaksanakan tugas setiap p1mp1nan organisasi dan kelo'npok

. - sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

(1)

)

orgammm di lingkungan pemerintahan daerah serta dengan mstans1 lain di
luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

 BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 ‘
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala - Satuan Kex]a
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal dJundangkan dan berlaku
surut terhmmg mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar set;a,p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
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